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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penilitian dan pembahasan yang telah dijelaskan 

pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas 

Tanah Karena Jual Beli Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen 

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan adanya Pandemi 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

menetapkan untuk memberikan kemudahan berupa dikeluarkannya 

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional menerbitkan Surat Edaran Nomor 3/SE-

100.TU.03/III/2020 tentang Pelayanan Pertanahan Dalam Rangka 

Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen melaksanakan sesuai 

surat edaran tersebut dengan melakukan pelayanan dengan online 

seluruhnya dan hanya mengambil produk pertanahan yang sudah 

jadi dapat datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen secara 

langsung. 
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2. Kendala-kendala atau permasalahan yang terjadi ketika pelaksanaan 

pelayanan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena jual 

beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen disebutkan sebagai 

berikut : 

a. Kurang memadahinya sarana tentang informasi 

pelayanan pendaftaran tanah secara online yang 

dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen 

untuk memudahkan masyarakat yang ingin 

mendaftarkan peralihan hak milik atas tanahnya karena 

jual beli oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen. 

b. Kurangnya penyuluhan yang dilakukan oleh Pihak 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen dalam 

memberikan informasi tentang mekanisme pendaftaran 

secara online kepada masyarakat menjadi salah satu 

kendala pula, dimana pihak kantor pertanahan 

kabupaten sragen kurang dalam mengoptimalkan 

media sosial maupun web internet yang ada. 

B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis dapat memberikan 

saran sebagai berikut : 

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen untuk memberikan informasi 

mengenai pendaftaran secara online yang lebih memadahi dengan 

memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada seperti 
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pengembangan website dan media informasi Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sragen, dengan memberikan informasi lebih tentang 

mekanisme pendaftaran online. 

2. Perlunya pembenahan mengenai penyuluhan yang dilakukan oleh 

Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen mengenai mekanisme 

pendaftaran secara online dengan menggunakan atau 

mengoptimalkan media sosial Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen 

serta website yang sudah ada. 
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